KOTA SURAKARTA

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah / UOBK / Unit Kerja / UPTD / Satuan
Pendidikan / Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
2. Pimpinan BUMD di Kota Surakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 114 TAHUN 2026

TENTANG
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 5 tentang Pengelolaan Konflik
Kepentingan mengamanatkan pejabat pemerintahan tertentu dalam hal ini
aparatur sipil negara wajib mendekiarasikan situasi konflik kepentingan aktual
kepada atasannya dan mencatatkan daftar kepentingan pribadi yang terkait
dengan Konflik Kepentingan Potensial secara berkala.

Pengelolaan konflik kepentingan menjadi salah satu dokumen
pendukung dalam pemenuhan Rencana Aksi Survei Penilaian Integritas (SPI)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan
bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2) Tujuan

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima;
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. mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan dalam

mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi
pemerintahan;

. memastikan adanya dukungan kelembagaan pada Instansi Pemerintah

dalam rangka pengelolaan Konflik Kepentingan;

. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pejabat

Pemerintahan dalam mengelola Konflik Kepentingan; dan

. memperkuat sistem pengawasan internal dalam rangka mendukung

pemerintahan yang berintegritas; dan

mengakomodasi partisipasi masyarakat guna terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Konflik Kepentingan oleh
Instansi Pemerintah.

Ruang Lingkup

a.
b.
c.
d.

Pengelolaan konflik kepentingan meliputi:

persiapan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan;

pelaksanaan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan;

pengawasan pengelolaan Konflik Kepentingan, sanksi dan apresiasi;
monitoring dan evaluasi pengelolaan Konflik Kepentingan.

Dasar Pelaksanaan

a.
b.
C.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Anti Korupsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;

. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8-C Tahun 2015 tentang Pedoman

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta;
Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 38.2 Tahun 2021 tentang
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota
Surakarta.
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5.

Isi Edaran

a. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki
kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain
dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas
dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau
dilakukannya.

b. Jenis Konflik Kepentingan terdiri atas:
1) Konflik Kepentingan Aktual; dan
2) Konflik Kepentingan Potensial.

c. Tahapan Pengelolaan Konflik Kepentingan :
1) Persiapan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan:

a) Penunjukan Pengelola Konflik Kepentingan

i. Pengelola Konflk Kepentingan pada Perangkat Daerah /
Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) / Unit Kerja /
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) / Satuan Pendidikan /
Kelurahan terdiri dari Koordinator dan admin Pengelola Konflik
Kepentingan;

ii. Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan adalah Sekretaris
Perangkat Daerah dan Kelurahan serta Kabag / Kasubbag yang
menangani kepegawaian pada UOBK / Unit Kerja / UPTD /
Satuan Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
| Daerah Kota Surakarta;

iii. Admin Pengelola Konflik Kepentingan adalah Aparatur Sipil
Negara yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah / UOBK /
Unit Kerja/ UPTD / Satuan Pendidikan / Kelurahan dan ditetapkan
dengan Keputusan Inspektur Kota Surakarta untuk mengelola
Aplikasi Pelaporan & Identifikasi Konflik Kepentingan (APIK);

iv.Tugas dan tanggung jawab Pengelola Konflik Kepentingan
sebagai berikut:

- melaksanakan internalisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan
melalui pelatihan, sosialisasi, asistensi, dan kegiatan lainnya;

- melakukan verifikasi dan rekapitulasi kepatuhan penyampaian
Daftar Kepentingan Pribadi, Deklarasi Konflik Kepentingan, dan
Deklarasi Kepatuhan;
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- memfasilitasi konsultasi terhadap pengambilan keputusan
dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan Konflik
Kepentingan serta menyusun rekapitulasi hasil konsultasi,
rekomendasi, dan tindak lanjut; dan

- Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal
pengelolaan Konflik Kepentingan.

v. Kepala Unit Kerja, UPTD, Satuan Pendidikan / Kelurahan agar
menunjuk satu personel sebagai Pengelola Konflik Kepentingan
agar disampaikan kepada Inspektorat Kota Surakarta paling
lambat 28 Agustus 2026 melalui Sistem Pengelolaan
Konflik ~ Kepentingan  (Cloud Deklarasi) pada tautan
https:/link.surakarta.go.id/konflik-kepentingan  sesuai  format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.

b) Perangkat Daerah agar melakukan penyelenggaraan internalisasi
dan konsultasi pengelolaan Konflik Kepentingan secara berkala bagi
Aparatur Sipil Negara (ASN).

2) Pelaksanaan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan:

a) Pelaksanaan sistem pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta melalui Aplikasi Pelaporan & Identifikasi
Konflik Kepentingan (APIK), meliputi:

i. pencatatan Daftar Kepentingan Pribadi;penyampaian Deklarasi
Konflik Kepentingan;

ii. penyampaian Deklarasi Kepatuhan;

iii. penyimpanan dokumen Pengelolaan Konflik Kepentingan;

iv. penyusunan Buku Register Pengelolaan Konflik Kepentingan;

v. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Konflik
Kepentingan; dan

vi.penyusunan laporan pelaksanaan Pengelolaan  Konflik
Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

b) Setiap ASN wajib mencatatkan daftar kepentingan pribadi Pejabat
Pemerintahan secara berkala minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun
formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran |.

c) Dalam hal terjadi Konflk Kepentingan Aktual, ASN waijib
menyampaikan Deklarasi Konflik Kepentingan kepada Atasan
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Pejabat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il sebelum mengambil keputusan dan/atau tindakan
administrasi pemerintahan.

d) Atasan ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b) dibantu oleh
Pengelola Konflik Kepentingan melakukan pemeriksaan, analisis,
dan menetapkan bentuk pengendalian Konflik Kepentingan.

e) Dalam hal ASN terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa,
promosi dan mutasi pegawai, penyaluran bantuan sosial, penerbitan
perizinan, penugasan dalam tim/panitia, atau proses strategis lainnya
yang Dberpotensi menimbulkan Konflik Kepentingan wajib
menyampaikan Deklarasi Kepatuhan menggunakan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran lll.

f) Pengelola Konflk Kepentingan melakukan pencatatan Daftar
Kepentingan Pribadi, Deklarasi Konflik Kepentingan, dan Deklarasi
Kepatuhan ke dalam Buku Register Pengelolaan Konflik
Kepentingan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV.

g) Pengelola Konflik Kepentingan menyusun Rekapitulasi Triwulanan
Pengelolaan  Konflik  Kepentingan  menggunakan  format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bahan
monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

h) Dalam rangka mencegah terjadinya Konflik Kepentingan akibat
pengaruh yang masih dimiliki oleh mantan ASN yang menduduki
jabatan tertentu, diberlakukan masa tunggu (cooling off period)
selama 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan berhenti dan/atau
pensiun dari jabatannya.

3) Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan, Sanksi, dan Apresiasi:

a) Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan
Pengawasan Pengelolaan Konflik Kepentingan dilakukan melalui
pengawasan langsung oleh atasan terhadap ASN dan/atau
mekanisme pengaduan yang menjamin keamanan serta kerahasiaan
pelapor melalui Whistleblowing System (WBS).
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b) Sanksi

i. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap Pengelolaan
Konflik Kepentingan, atasan langsung melakukan pembinaan
kepada ASN yang tidak melaksanakan kewajiban Pengelolaan
Konflik Kepentingan sesuai dengan ketentuan.

ii. Dalam hal berdasarkan hasil pembinaan ditemukan adanya
pelanggaran disiplin ASN, penanganannya dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin ASN.

c) Apresiasi

Pemberian  penghargaan  kepatuhan dalam pelaksanaan

Pengelolaan Konflik Kepentingan, berupa :

i. Bagi perangkat daerah yang melaksanakan sistem pengelolaan
Konflik Kepentingan akan dilakukan penilaian oleh Tim Pengelola
Cloud Deklarasi Konflk Kepentingan Pada Pemerintah Kota
Surakarta guna pemberian penghargaan kepada perangkat
daerah;

ii. Salah satu unsur penilaian dalam pemberian penghargaan kepada
ASN Berprestasi diutamakan pegawai yang telah melaksanakan
deklarasi konflik kepentingan.

4) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Konflik Kepentingan
a) Monitoring dan Evaluasi Internal

i. Pelaksanakan monitoring dan evaluasi internal terhadap
pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan unit
kerjanya oleh Pengelola Konflik Kepentingan.

ii. Mohitoring dan evaluasi internal meliputi:

1. pelaksanaan Daftar Kepentingan Pribadi, Deklarasi Konflik
Kepentingan, dan Deklarasi Kepatuhan;

2. kepatuhan ASN terhadap ketentuan Pengelolaan Konflik
Kepentingan;

3. pelaksanaan tugas Pengelola Konflik Kepentingan;

4. pelaksanaan internalisasi, pelatihan, sosialisasi, asistensi, dan
konsultasi;

5. tindak lanjut pengaduan dan penanganan Konflik Kepentingan;
dan
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6. capaian, kendala, serta rekomendasi perbaikan pelaksanaan
Pengelolaan Konflik Kepentingan.
b) Pelaporan Internal
i. Laporan internal memuat:
1. rekapitulasi Daftar Kepentingan Pribadi;
2. rekapitulasi Deklarasi Konflik Kepentingan dan Deklarasi
Kepatuhan;
3. tingkat kepatuhan ASN;
4. pelaksanaan internalisasi, pelatihan, sosialisasi, asistensi, dan
konsultasi;
5. penanganan pengaduan dan kasus Konflik Kepentingan;
6. langkah pengendalian Konflik Kepentingan yang telah
dilaksanakan; dan
7. rekomendasi tindak lanjut.

ii. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf i. agar disampaikan
kepada Inspektur Kota Surakarta paling lambat tanggal 5 pada
bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

c) Monitoring dan Evaluasi Tingkat Pemerintah Kota

Monitoring dan evaluasi Tingkat Pemerintah Kota meliputi:

i. evaluasi pelaksanaan tugas Pengelola Konflik Kepentingan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

ii. pelaksanaan identifikasi dan manajemen risiko Konflik
Kepentingan;

iii. capaian dan tantangan pelaksanaan Pengelolaan Konflik
Kepentingan;

iv. kepatuhan ASN dalam penyampaian Daftar Kepentingan Pribadi,
Deklarasi Konflik Kepentingan, dan Deklarasi Kepatuhan serta
tindak lanjut Deklarasi Konflik Kepentingan oleh atasan;

v. pelaksanaan internalisasi, pelatihan, sosialisasi, asistensi, dan
konsultasi;

vi. tindak lanjut pengaduan terkait Konflik Kepentingan; dan

vii. pelaksanaan pembinaan, penghargaan, serta tindak Ilanjut
terhadap pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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d) Pelaporan Tingkat Pemerintah Kota

Tim Pengelola Cloud Deklarasi Konflk Kepentingan pada
Pemerintah Kota Surakarta, Inspektorat Kota Surakarta menyusun
Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah
Kota Surakarta untuk disampaikan kepada Wali Kota Surakarta
sebagai bahan pembinaan, pengambilan kebijakan, dan
penyempurnaan pelaksanaan Pengelolaan Konflik Kepentingan di
lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

6. Penutup

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas

perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Agqustus 2026

a.n. Wali Kota Surakarta,
Sekretaris Daerah,

“

l/

Budj Murtono

Tembusan :

1.

Wali Kota Surakarta

2. Wakil Wali Kota Surakarta
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LAMPIRAN |
Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kota Surakarta

FORMULIR DAFTAR KEPENTINGAN PRIBADI

A. Ildentitas Pelapor

Nama :

NIP

Nomor Kartu Keluarga :
NIK

Jabatan :

Perangkat Daerah:

B. Hubungan Keluarga dan Kerabat
Tuliskan daftar keluarga dan kerabat yang berpotensi menimbulkan
kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau
kewenangan yang Anda miliki.
No.| Nama | Nomor Induk | NIP |Hubungan | Pekerjaan /| Situasi yang dapat
Kependudukan Instansi / menimbulkan
(NIK) OPD/ Konflik
Jabatan Kepentingan
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C.

[Hubungan Bisnis dan Finansial

Tuliskan daftar kepemilikan saham dan/atau kepemilikan ASN dan
pasangan SAH atas manfaat serta investasi dalam bentuk lainnya yang
berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan berkaitan dengan
ftugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda miliki.

No.

Bentuk
Kepemilikan

Nilai /
Prosentase

Nama Badan
Usaha/
Lokasi Aset

Situasi yang dapat
menimbulkan Konflik
Kepentingan

Pekerjaan Lain Di Luar Pekerjaan Pokok

miliki.

Tuliskan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokok atau pekerjaan lain yang
dilakukan yang berpotensi menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan
berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau kewenangan yang Anda

No.

Bentuk
Pekerjaan

Jabatan /
Fungsi

Nama
Perusahaan /
Institusi

Situasi yang dapat
menimbulkan Konflik
Kepentingan
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Jabatan Publik Lain yang Diemban (Rangkap Jabatan)

Tuliskan jabatan publik lain yang sedang diemban

No.

Jabatan Institusi Situasi yang dapat
menimbulkan Konflik
Kepentingan

F.

[Hubungan atau Afiliasi Lainnya

Apakah Anda terlibat secara aktif dalam Ya Tidak
keanggotaan organisasi masyarakat, organisasi

kegamaan, organisasi nirlaba, lembaga swadaya
masyarakat, perkumpulan, yayasan atau
organisasi sejenisnya?

Jika iya, sebutkan
Nama Organisasi :

Posisi/Jabatan :

Apakah Anda terlibat secara aktif dalam Ya Tidak
keanggotaan organisasi profesi, organisasi ikatan

alumni, organisasi/klub olahraga, remoas hobi atau
organisasi sejenisnya?

Jika iya, sebutkan

Nama Organisasi : Posisi/Jabatan :
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Apakah Anda memiliki hubungan afiliasi tertentu Ya Tidak
dengan partai politik, sekolah/perguruan tinggi,

lembaga penelitian atau instansi pemerintah
lainnya yang berkaitan yang berpotensi
menimbulkan kondisi Konflik Kepentingan
berkaitan dengan tugas pokok, fungsi atau
kewenangan yang Anda miliki?

Jika iya, sebutkan

Nama Institusi :

Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan :

. |IRencana Pasca Pensiun atau Pengundurkan diri

Apakah Anda sudah memiliki rencana kerja pasca Ya Tidak
[pensiun atau pasca mengundurkan diri dari pejabat

publik yang terkait dengan tugas pokok, fungsi atau
kewenangan yang Anda miliki?

Jika iya, uraikan rencana anda:

Nama perusahaan dan/atau jenis usaha yang akan dibuat/bekerja:
Posisi/Jabatan:

Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:

Nama organisasi yang akan terlibat aktif Posisi/Jabatan:

Situasi yang dapat menimbulkan Konflik Kepentingan:
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Saya menyatakan bahwa formulir daftar kepentingan pribadi yang telah
saya isi di atas adalah benar.

Saya bertanggungjawab untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai
dengan peraturan untuk menghindarkan saya mengambil keputusan
dan/atau tindakan pada kondisi Konflik Kepentingan

Saya bertanggungjawab untuk memperbarui formulir kepentingan pribadi
setiap terjadi perubahan yang relevan dalam keadaan pribadi saya.

(hari, tanggal, bulan, tahun)

Ttd.

(nama lengkap)
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LAMPIRAN Il
Surat Edaran Sekretaris Daerah
Kota Surakarta

FORMULIR DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama

Jabatan

Unit Kerja

Instansi

melakukan deklarasi Konflik Kepentingan kepada,

Nama Atasan

. Jabatan

Unit Kerja

~ Instansi

Bahwa saya berada pada kondisi Konflik Kepentingan dengan penjelasan

sebagai berikut:

1. Penjelasan dan wuraian mengenai tugas pokok, fungsi atau
kewenangan serta keputusan dan/atau tindakan yang dihadapi

....................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------

2. Penjelasan dan uraian mengenai sumber Konflik Kepentingan yang
dimiliki
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3. Penjelasan dan uraian kaitan antara sumber Konflik Kepéntingan
yang dimiliki dengan pengambilan keputusan dan/atau tindakan
administrasi pemerintahan yang akan dilakukan

....................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------

.................................................................................

4. Pengendalian Konflik Kepentingan yang dapat disarankan kepada
Atasan Pejabat (opsional)

Saya menyatakan bahwa deklarasi Konflik Kepentingan yang saya
nyatakan adalah benar sejauh pengetahuan saya serta sebagai bentuk
tanggungjawab saya untuk melakukan langkah pengelolaan sesuai
dengan peraturan pengelolaan Konflik Kepentingan.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
Yang Melakukan Deklarasi

Ttd.

(nama lengkap)
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LAMPIRAN Il
Surat Edaran Sekretaris
Daerah Kota Surakarta

Tanggal : .....

FORMULIR DEKLARASI KEPATUHAN
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e et
NIP . e e e e s e s e nrnrraareeraaeraers
Jabatan ettt et e e e e e e e eeeae——araeeesrnrrnrreaaaean
Unit Kerja o,
Instansi : Pemerintah Kota Surakarta

Da:lam rangka pelaksanaan tugas dan/atau keterlibatan saya pada:
Jenis Kegiatan/Proses :

O Pengadaan Barang/Jasa
[J Promosi/Mutasi Pegawai
O Penyaluran Bantuan Sosial
O Perizinan

O Tim/Panitia

Ll Lainnya, sebutkan : .........cccceevvveveivereececnrreeeeveereee

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah memahami ketentuan pengelolaan Konflik Kepentingan yang

| berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

2. Saya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan bisnis, hubungan afiliasi,
kepentingan keuangan, maupun kepentingan pribadi lainnya yang dapat
mempengaruhi objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan
keputusan terkait proses dimaksud.

3. Saya tidak menerima dan/atau menjanjikan hadiah, imbalan, fasilitas, atau
keuntungan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan proses yang

sedang dilaksanakan.
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4. Saya tidak berada dalam kondisi Konflik Kepentingan Aktual maupun
Konflik Kepentingan Potensial yang dapat mempengaruhi independensi,
netralitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.

5. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat Konflik Kepentingan yang
belum saya ungkapkan, saya bersedia mempertanggungjawabkan
pernyataan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Deklarasi Kepatuhan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,
Materai (jika diperlukan)

Tanda Tangan

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57111
Telepon (0271) 662266, Fax (0271) 644308, Website : setda.surakarta.go.id
Email : setda@surakarta.go.id



LAMPIRAN IV

BUKU REGISTER
PENGELOLAAN KONFLIK
KEPENTINGAN

Perangkat Daerah : ...........

Tahun: ...
Jenis Dasar Tindak
No | Tanggal Nama Jabatan Uraian Status
Konflik Dokumen Lanjut
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LAMPIRAN V

FORMAT REKAPITULASI
TRIWULANAN
PENGELOLAAN KONFLIK
KEPENTINGAN

Perangkat Daerah : ...........
Tahun: ..o,
Triwulan : 1 /1171017 1IV

No Uraian Jumlah
1 |[Daftar Kepentingan Pribadi yang diterima ...

2 |[Deklarasi Konflik Kepentingan yang diterima ~ |[.....

3 ||[Kasus Konflik Kepentingan yang ditangani  |.....

4 |Kasus yang telah diselesaikan [

5 |Kasus yang masih dalam proses ~ |....

6 |Konsultasi/pendampingan yang diberikan ...

7 |Sosialisasi yang telah dilaksanakan ~ |.....

Keterangan Singkat

Surakarta, ..........................

Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan
(tanda tangan)

Nama

NIP. i

Mengetahui,

Kepala Perangkat Daerah/Camat/Lurah/Pimpinan BUMD
(tanda tangan)

Nama

NIP.
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LAMPIRAN VI
Surat Edaran Sekretaris
Daerah Kota Surakarta

FORMAT PENGUSULAN KOORDINATOR PENGELOLA KONFLIK
KEPENTINGAN

A. Data Calon Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan

INo. | Nama / NIP | Jabatan | UnitKerja |[No. HP/WA| Email

ENN | | | |

2| | | || L

|

|

3| | | | |
4] l | | |

B. Pernyataan
Dengan ini kami mengusulkan nama-nama tersebut di atas sebagai calon
Koordinator Pengelola Konflik Kepentingan pada unit kerja kami untuk diproses
penetapannya melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Surakarta.

Surakarta, ...........cccveeeenee.

Kepala Perangkat Daerah /Kepala Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK)
/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) /Kepala Satuan Pendidikan
/Lurah /Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

(tanda tangan)
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